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Abstrak

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diketahui  bahwa dalam
implementasinya Perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang BPD di Desa Utama belum dapat
melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif dengan didukung data kualitatif, Sumber data dalam penelitian ini adalah terdiri dari
sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancarg dengan informan yang terdiri dari | (Fatu)
orang Kepala Desa, 8§ (delapan) orang Perangkar Desa, 1 (satu) orang Ketua BPD, dan § fdelapan)
orang anggota BPD di Desa Utama. Sedangkan sumber data selunder yaitu diperoleh dari
dokumentasi-dokumentasi dari Pemerintahan Desa dan BPD Desa Cifeungjing. Inplementasi
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BPD di Desa Utama Kecamatan
Cijeungjing Kabupaten Ciamis telah dapat dilaksanaan cukup baik, hal ini terlihat dari setiap
indikator-indikator yang penulis tanyakan kepada informan telah dilaksanakan secara kesehuruhan
walaupun dalam pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan-hambatan yang dihadapi
dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupdten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang BPD yaitu
sebagai berikut : a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menvampaikan ide atau saran
terhadap pelaksanaan pembangunan, b. Masih adanya perbedaan pendapat antara BPD dan
pemerintah desa dalam menentukan setiap kebijakan. c. Masih kurangnya pemahaman tentang
pemerintahan  desa baik anggota BPD maupin perangkat desa dalam melaksanakan. dan
menyelenggarakan pemerintahan desa. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun
2006 yaitu : a. Dalam melaksanakan musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka dilakukan secara
vouting untuk menentukan priovitas pembangunan yang dilaksanakan oleh BPD dan Pemerintah
Desa. b. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi
dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan. ¢. Melakukan pendekatan-pendekatan
kepada masyarakat secara persuasif.

Kata Kunci : Implementasi Peraturan Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 6 tahun 2006 fentang
Badan Permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN petani. Desa berada di bawah pemerintahan
Desa atau yang disebut dengan nama lain, kabupaten. Undang-Undang tentang
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan Pemerintahan Daerah, memasukkan konsep
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas tentang desentralisasi desa. Desa metrupakan
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan garda depan dari sistem pemerintahan Republik
mengurus kepentingan masyarakal setempat, Indonesia  yang keberadaannya merupakan
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang
yang diakui dan dihormati dalam sistem demokratis di daeral.
pemerintahan Negara  Kesatuan  Republik Peranan masyarakat desa scsunggubinya
[ndonesia (Undang-Undang Republik Indonesia merupakan cermin atas sejauh mana aturan
Nomor 32 Tahun 2004). demokrasi diterapkan dalam pemerintah desa
Desa adalah wilayah yang penduduknya sckaligus merupakan  wjung tombalk
saling mengenal, hidup bergotong-royong, adat implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap
istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara warganya. Sebagai perwujudan demokrasi di
sendiri dalam mengatur kehidupan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa
kemasyarakatannya. Di samping itu umimnya (BPDY). Secperti halnya di Desa  Utama
wilayah desa terdiri atas daerah pertanian, Kecamatan  Cijeungjing Kabupaten Ciamis,
sehingga mata pencahariannya sebagian besar Keberadaan BPD di desa yang bersangkutan
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berfungsi sebagai lembaga legislasi,

pengawasan, dan penampung dan  penyalur

aspirasi masyarakat.

Dalam Undang-Undang Tentang
Pemerintahan Daerah pasal 209 dijelaskan
“Badan Permusyawaratan Desa  berfungsi
menetapkan Peratiran Desa bersama Kepala
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat”.

Badan Permusyawaratan Desa yang
berfungsi menampung aspirasi masyarakat,
serta menctapkan peraturan desa bersama
Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana
mestinya, sehingga masyarakat desa merasa
terlindungi oleh para wakil-wakilnva di BPD.
Kinerja pemerintah desa dalam
menyelenggarakan pemenntahan desa diawasi
oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan
tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan
lebih maju apabila di berbagai lapisan
masyarakat desa menunjukan kesadarannya
terhadap pemerintah desa yang di dampingi
oleh BPD. Sechingga masyarakat merasa
terwakili kepentingannya untuk mencapai
pemerintah desa yang lebih bersih dari unsur-
unsur Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),

Dengan demikian penyelenggaraan
pemerintah desa termasuk pemerintab desa di
Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis  haruslah mengacu pada aturan
pemerintah yang ditetapkan. Oleh karena itu
BPD sebagai lembaga legislasi dalam
pemerintahan  desa  dibarapkan benar-benar
menjalaniian  tugasnya dan  funpsinya
sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
dijelaskan bahwa :

1. BPD berfungsi menctapkan peraturan desa
bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. BPD mempunyai Wewcenang:

a. membahas rancangan peraturan desa
bersama Kepala Desa; _

b. melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan peraturan desa dan peraturan
Kepala Desa;

¢. mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian Kepala Desa;

d. membentuk panitia pemilihan Kepala
Desa;

e. menggali,menampung, menghimpun,
merumuskan dan menyalurkan aspirasi
masyarakat; dan

f. menyusun tata tertib BPD.

3. BPD mempunyai hak :

a. meminta keterangan kepada Pemerintah
Desa;

b. menyatakan pendapat.

4, Anggota BPD mempunyai hak

mengajukan rancangan peraturan desa;

mengajukan pertanyaan;

menyampaikan usul dan pendapat;

memilih dan dipilih; dan

memperoleh tunjangan.

Namun berdasarkan observasi awal yang
penulis lakukan, dapat diketahui bahwa dalam
implementasinya Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Utama belum dapat melaksanakan
fungsinya sesuai peraturan yang berlaku. Tidak
optimalnya peran dan fungsi Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Utama
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis
diduga discbabkan oleh beberapa hal antara
lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa  belum
optimal dalam menggali aspirasi masyarakat
melalui  kegiatan rapat  perencanaan
pembangunan. Contoh BPD  kurang
melibatkan masyarakat dalam berbagai
pertemuan yang dilakukan di setiap dusun
sehingga kurang mengetahui
keinginan/harapan masyarakat.

2. Badan Permusyawaratan Desa mengawasi
penggunaan  anggaran  penyclenggaraan
pemerintahan  desa  dan  pelaksanaan
pembangunan desa. Contoh : BPD kurang
melakukan  pengawasan  secara  rutin
terhadap penggunaan anggaran kegiatan
pembangunan  desa  schingga  hanya
mengandalkan laporan pertanggungjawaban
dari pemerintahan desa tanpa tetjun
langsung untuk mengawasi pelaksanaan
pembangunan.

3. Badan Permusyawaratan Desa  belum
optimal dalam menyalurkan aspirasi yang
berkembang di masyarakat. Contoh :adanya
kegiatan pembangunan yang
diselenggarakan oleh pemerintah  desa
kurang sesuai  dengan keinginan  atau
harapan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka
penulis  merumuskan masalah  yaim @ 1)
Bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah

-~
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Kabupaten Ciamis Nomor & Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama ? 2) Bapgaimanakah hambatan-hambatan
yang dihadapi dalam implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor & Tahun
2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Utama 7 3) Bagaimanakah upaya-upaya
yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-
hambatan dalam implementasi Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis MNomor 6 Tahun
2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Utama ?

Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap
kabupaten diatur berdasarkan peraturan daerah
yang diterbitkan oleh Bupati selaku Kepala
Dacrah. Banyak sedikimya jumlah anggota
BPD dalam suatu desa, bukan berarti menjadi
Jaminan bahwa desa yang mempunyai anggota
BPD Icbib banyak maka desa tersebut akan
lebih maju dibanding dengan desa vyang
mempunyai anggota BPD lebih sedikit, akan
tetapi maju dan tidaknya suatn desa tersebut
lebih ditentukan dari kineja BPD itu sendiri,
karena BPD merupakan mitra kerja pemerintah
desa yang sangat berperan bagi kemajuan desa
yang demokratis.

Dengan demikian penyelenggaraan
pemerintah desa termasuk pemerintah desa di
Cijeungjing, Kecamalan Cijeungjing,
Kabupaten Ciamis haruslah mengacu pada
aturan pemerintzh vang ditetapkan. Oleh karena
im BPD sebagai lembaga legislasi dalam
pemerintazhan  desa  diharapkan benar-benar
menjalankan  tugasnya dan  fungsinya
sebagaimana yang sudah ditetapkan.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai
kepanjangan tangan dari masyarakat akan dapat
berperan baik dalam menjalankan fungsinya
jika masyarakat memberikan dukungan dan
dorongan dengan cara memberikan informasi
dalam mewujudkan setiap rencana-rencana
yang akan dilaksanakan.

Upaya untuk  mendewasakan  dan
memandirikan masyarakat sgjalan  dengan
hakekat otonomi daerah, Pemerintah Daerah
Kabupaten  Ciamis  mengeluarkan  dan
menetapkan  kebijakan  pemerintah  dalam
bentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa.

Kepala Desa menjalankan pemerintahan
desa bersama-sama dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), hal ini adalah
bentuk nyata adanya niat baik pemerintah untuk
melakukan perubahan dalam tatanan sistem
pemrintahan desa. Oleh karena itu Badan
Permusyawaratan Desa dapat memberikan
pelayanan sebaik-baiknya pada msyarakat
dengan cara tanggap dalam membaca situasi
dan kondisi serta aspirasi terhadap berbagai
permasalahan yang pada akhimya berdampak
pada tercapainya sasaran yang telah ditentukan
scbelumnya secara efektif dan efisien, yaitu
sasaran yang diharapkan dalam pembentukan
Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam  penjelasan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa disebutkan bahwa:

Pembentukan Badan Permusyawaratan
Desa, bertujuan untuk = mewujudkan
pelaksanaan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa, agar
mampu - menggerakan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembangunan dan
penyelenggaraan administrasi desa, maka
setiap keputusan yang diambil harus
didasarkan atas musyawarah untuk
mencapai mufakat.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006, Pasal
3 menycbutkan bahwa :

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa
bersama Kepala Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat :

(1) Badan Permusyawaratan Desa mempunyai
fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan

(2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud ayat
(1), badan Permusyawaratan Desa
berfungsi sebagai lembaga yang secara
aktif menggali, menainpung, menghimpun
dan menyalurkan apirasi masyarakat.
Sesual dengan pendapat di atas maka

fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dibentuk untuk dapat menampung dan
meyalurkan aspirasi  yang berkembang  di
masyarakat agar semua kepentingan masyarakat
dapat direalisasikan dalam benmk rencana
pembangunan desa.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas
selanjutnya penulis mencoba untuk membuat
suatu angpapan dasar dalam penelitian ini yaitu
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“peran dan fungsi Badan Permusyawaratan
Diesa adalah bagaimana Badan
Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan
fungsinya tersebut sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah
metode deskriptif analisis. Lamanya penelitian
yang penulis lakukan kurang lebih 12 (dua
belas) bulan, terhitung dari bulan September
2012 sampai dengan bulan Agustsu 2013 di
Desa Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupatan
Ciamis.

Adapun sumber data dalam penelitian ini
adalah terdiri dari | (satu) orang Kepala Desa, 8
{delapan) orang Perangkat Desa, 1 (satu) orang
Ketua BPD, dan 5 (Lima) orang anggota BPD
di Desa Utama.

Teknik analisis data digunakan secara
Univarit  (analisis satu  variabel) yang
dimnterprestasikan  secara  kualitatif  yang
bersumber dari dacrah hasil observasi dan
wawancara. Teknik analisis data adalah proses
katepori wrutan data, mengorganisasikannya ke
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian
dasar, ia membedakannya dengan penafsiran
yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap
analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari
hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.
Analisis data schagai proses yang merinci usaha
sccara formal untuk menemukan tema dan
merumuskan  hipotesis  seperti  yang  di
saranakan olch data dan sebagai usaha untuk
memberikan bantuan pada tema dan hipotesis
tersebut, jika dikaji definisi Atas lebih menitik
beratkan pada pengorganisasian data sedangkan
definisi tersebut dapat pengorganisasian dala
sedangkan  definisi  yang kedua lebih
menekankan maksud dan tujuan analisis data,
dan dari kedua definisi tersebut dapat ditarik
kesimpulan, analisis data, adalah proses
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, katcgori dan satuan uraian dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat
dirumuskan hipotesis kerja  seperti  yang
disarankan oleh data.

Analisis data dilakukan dalam suatu
proses, proscs berarli pelaksanaannya sudah
mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan
dilakukan secara intensif, yakni sesudah
meninggzalkan lapangan, pekerjaan
menganalisis  data  memerlukan  usaha

pemusatan perhatian dan pengarahan tenaga
fisik dan pikiran dari pencliti, dan selain
menganalisis  data  penelii  juga perlu
mendalami kepustakaan suna
mengkonfirmasikan  atau  menjustifikasikan
teori baru yang barangkali ditemukan.

Dalam menguji keabsahan data peneliti
menggunakan  teknik  trianggulasi, vaimu
pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data
untuk keperluan pengecekan atau sebagai
pembanding terhadap data tersebut, dan teknik
trianggulasi yong paling banyak digunakan
adalah dengan pemeriksaan melalui sumber
vang lainnya. Trianggulasi dilakukan melalui
wawancara, observasi langsung dan observasi
tidak langsung, observasi tidak langsung ini
dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas
beberapa  kelakukan dan kejadian yang
kemudian dari hasil pengamatan tersebut
diambil benang merah yang menghubungkan di
antara keduannya. Teknik pengumpulan data
yang digunakan akan melengkapi dalam
memperoleh data primer dan skunder, observasi
dan interview digunakan untuk menjaring data
primer.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Utama
Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis telah dapat dilaksanaan cukup baik oleh
Badan Pcrmusyawaratan Desa di Desa Utama
Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis.
Begitupula dengan hasil observasi diketahui
bahwa BPD  belum  optimal  dalam
mengimplementasikan Peramaran  Daerush
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa hal ini
terlihat dari kurang optimalnya pelaksanaan
pengawasan dalam penggunaan anggaran,
kurangnya  menggali  berbagai  aspirasi
masyarakat dalam pembangunan desa, belum
optimal dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
dalam pembangunan desa.
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Hambatan-hambatan yang Dihadapi dalam
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Utama
Terdapat  beberapa hambatan  yang
dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama Kcecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis hal tersebut sejalan dengan hasil
observasi yang penulis lakukan diketahui
bahwa masih rendahnya partisipasi masyarakat
dalam menyampaiakan ide atau saran terhadap
pclaksanaan pembangunan baik kepada BPD
maupun kepada Pemerintah Desa, masih adanya
perbedaan  pendapat  antara BPD  dan
Pemerintah Desa dalam menentukan setiap
kebijakan schingga pengambilan keputusan
menjadi larmbat. Masih kurangnya pemahaman
terhadap Pemerintahan Desa, baik anggota BPD
maupun perangkat desa dalam meclaksanakan
dan menyelenggarakan pemerintahan desa
schingga penyclenggaraan pemerintaban desa
belum dapat dilaksanakan dengan optimal.

Upaya-upaya vyang Dilakukan untuk
Mengatasi Hambatan-hambatan dalam
Implementasi Peraturan Dacrah Kabupaten
Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa di Desa Utama
Terdapat beberapa upaya yang dilakukan
untuk mengatasi  hambatan-hambatan  yang
dihadapi dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis, hal tersebut sejalan dengan Thasil
observasi  yaitu  dalam  melaksanakan
musyawarah maka dilakukan secara vouting
apabila tidak tercapai kesepakatan dalam
menentukan  prioritas  pembangunan  yang
dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa dan Pemerintah Desa sehingga dapat
segera diambil keputusan dan akan menghemat
pembiayaan. memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut
berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun
pelaksanaan pembangunan  schingga  sectiap
kegiatan di desa akan mendapatkan dukungan
dari  selwuh  masyarakat dan  melakukan
pendekatan-pendckatan  kepada  masyarakat
secara persuasif sehingga masyarakat lebih
berani untuk menyampaikan saran, kritik atau

pendapat dalam perencanaan maupun dalam
pelaksanaan permmbangunan sehingga nantinya
akan membantu pemerintahan desa dalam
menentukan dan  menetapkan  kebijakan-
kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa di masa yang akan datang.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Setelah  penulis  melakukan penelitian
mclalui wawancara dengan para narasumber
mengenai  Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten

Ciamis, selanjutriya penulis dapat

menyimpulkan yaitu

1. Implementasi Peraturan Dacrah Kabupaten
Ciamis Nomor 6 Tahun 2006 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis telah dapat dilaksanaan cukup baik
olch Badan Permusyawaratan Desa di Desa
Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten
Ciamis, Begitupula dengan hasil observasi
diketahui bahwa BPD belum optimal dalam
mengimplementasikan  Peraturan  Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa hal
ini terlihat dari  kurang optimalnya
pelaksanaan pengawasan dalam penggunaan
anggaran, kurangnya menggali berbagai
aspirasi masyarakat dalam pembangunan
desa, belum optimal dalam menyalurkan
aspirasi masyarakat dalam pembangunan
desa.

2. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi
dalam Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Momor 6 Tahun 2006
Tentang Badan Permusyawaratan Desa di
Desa Utama Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis hal tersebut sejalan
dengan hasil observasi yang penulis lakukan
diketahui bahwa masih rendahnya partisipasi
masyarakat dalam menyampaiakan ide atau
saran terhadap pelaksanaan pembangunan
baik kepada BPD maupun kepada
Pemerintah Desa, masih adanya perbedaan
pendapat antara BPD dan Pemerintah Desa
dalam  menentukan  setiap  kebijakan
schingga pengambilan keputusan menjadi
lambat. Masih kurangnya pemahaman
terhadap Pemerintahan Desa, baik angpota
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BPD maupun perangkat desa dalam
melaksanakan  dan  menyclenggarakan
pemerintahan desa sehingga
penyelenggaraan pemerintahan desa belum
dapat dilaksanakan dengan optimal.

3. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan-hambalan yang
dihadapi dalam Implementasi Peraturan
Dacrah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun
2006 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
di Desa Utama Kecamatan Cijeungjing
Kabupaten Ciamis, hal terscbut sejalan
dengan  hasil observasi  yaitu  dalam
melaksanakan musyawarah maka dilakukan
sccara  vouting apabila tidak tercapai
kesepakatan dalam menentukan pricritas
pembangunan yang dilaksanakan oleh
Badan  Permusyawaratan Desa dan
Pemerintah Desa sehinppa dapat segera
diambil keputusan dan akan menghemat
pembiayaan. memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada masyarakat untuk
turut berpartisipasi baik dalam perencanaan
maupun pelaksanaan pembangunan sehingga
setiap kegiatan di desa akan mendapatkan
dukungan dari  scluruh  masyarakat dan
melakukan pendekatan-pendekatan kepada
masyarakat secara persuasif sehingga
masyarakat lebih berani untuk
menyampaikan saran, kritik atan pendapat
dalam  perencanaan  maupun  dalam
pelaksanaan pembangunan schingga
nantinya akan membantu pemerintahan desa
dalam menentukan dan  menetapkan
kebijakan-kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa di masa yang akan
datang.

Saran

Adapun saran yang ingin penulis
sampaikan dalam penclitian 1mi adalab scbagai
berikut :
l. Sebutknya Badun Permusyawaratan Desa
Cijeungjing melakukan pengawasan secara
rutin baik terhadap penggunaan anggaran
maupun terhadap laporan
pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
pemerintzh desa sehingga hal ini dapat
mengurangi berbagai penyimpangan dalam
penggunaan anggaran,
Sebaiknya Badan Permusyawaratan Desa
melibatkan masyarakat dalam berbagai
forum di tingkat dusun schinpga dapat
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menggali, menampung, menghimpun dan
merumuskan aspirasi yang berkembang di
masyarakat  sehingga dapat  diketahuwi
berbagai harapan masyarakat dalam kegiatan
pelaksanaan pernbangunan.

3. Meningkatkan kerjasama antara Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)  dan
pemerintahan desa dalam bidang
pereneanaan pembangunan, bidang
pemerintaban dan bidang kemasyarakatan,
schingga diharapkan dapat memperlancar
berbagai program pembangunan desa yang
dilaksanakan.
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